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RINGKASAN 

 

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki 

profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai 

bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian pentingnya peran air irigasi 

bagi kehidupan masyarakat akhirnya timbullah nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur 

mengenai pengelolaan air irigasi. Ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial 

tersebut akhirnya menumbuhkan lembaga adat yang mengelola air irigasi. 

Pada perkembangannya, lembaga adat semakin kehilangan eksistensi dengan 

adanya lembaga-lembaga formal yang dibentuk oleh negara. Pada dasarnya secara 

normatif lembaga formal tersebut dibentuk oleh negara dalam upaya menjaga stabilitas 

pengelolaan air irigasi. Namun terdapat pula motif politis, bahwa pelembagaan 

pengelolaan air irigasi dalam hukum negara merupakan suatu prasyarat untuk 

mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Dengan demikian, keberadaan lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah tersebut bukan didasarkan akan kebutuhan para petani, 

melainkan karena adanya kepentingan negara terhadap suntikan dana asing. 

Tesis ini mengangkat tiga permasalahan pokok, yaitu : (a) Bagaimanakah 

pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dan hukum Negara?; 

(b) Bagaimanakah pengaturan pengelolaan air untuk irigasi oleh hukum negara di Jawa 

Timur sebagai upaya untuk meningkatkan agribisnis?; (c) Apakah konflik yang terjadi 

dalam pengelolaan air irigasi serta solusi atas permasalahan tersebut dalam perundang-

undangan ?. 

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menelaah dan menganalisis 

pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dan hukum negara. 

Disamping itu untuk menelaah dan menganalisis fungsi HIPPA dalam pengelolaan dan 

distribusi air untuk irigasi khususnya di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan 

agribisnis. Serta menelaah dan menganalisis konflik yang terjadi dalam pengelolaan air 

irigasi serta solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan hukum dan perundang-

undangan. 

Pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dilakukan secara 

turun-temurun. Dengan berpedoman kepada kearifan lokal tersebut merupakan nilai-

nilai yang turun temurun telah diikuti oleh beberapa generasi. Konflik yang terjadi 
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dalam pengelolaan air irigasi timbul sebagai akibat adanya instrumen pemerintah yaitu 

HIPPA sebagai pengelola baru. Pengaturan pengelolaan air irigasi yang dibuat 

pemerintah lebih bersifat top down, sehingga tidak melihat aspek sosiologis yang telah 

hidup di masyarakat dan tidak akomodatif terhadap norma-norma kearifan lokal yang 

terlebih dahulu ada. Akibatnya terdapat interaksi antara instrumen hukum negara dan 

hukum adat yang berujung pada konflik pengelolaan air irigasi, konflik tersebut berupa 

pengelolaan cara pendistribusian air, kompensasi yang diberikan atas pengelolaan air, 

dan pengangkatan kepala blok yang menggantikan fungsi ulu-ulu. 

Pengaturan pengelolaan air untuk irigasi oleh hukum negara di Jawa Timur 

dilakukan melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2003 tentang 

Irigasi, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah pada masing-masing 

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) 

merupakan kelembagaan yang secara formal diakui oleh Pemerintah Daerah Propinsi 

Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan pada bidang air irigasi. Kelembagaan formal 

yang diberikan wewenang oleh hukum negara tidak bisa berkerja secara maksimal, 

karena tidak memahami nilai lokal dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. 

Sehingga terjadi penurunan kualitas pelayanan dalam hal distribusi air irigasi, yang 

kemudian memicu adanya konflik antara lembaga adat dan lembaga negara. 

Solusi atas konflik lembaga adat dan lembaga negara dalam pengelolaan air irigasi 

adalah sinergisasi antara dua kelembagaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan 

modernisasi hukum adat, yaitu mengakui eksistensi ulu-ulu sebagai instrumen adat yang 

disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan pemerintah membuat lembaga 

HIPPA pada daerah-daerah yang tidak memiliki hukum adat. Dapat pula pemerintah 

mengadopsi pranata adat untuk menjadi petugas HIPPA dengan catatan tidak mengubah 

norma-norma yang telah ada sebelumnya. 
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ABSTRAC 

 

Indonesia is agricultural country, where its public majority having profession as 
farmer. For the reason, Indonesian public look water as essential part of agrarian life 
pattern. In such a way the importance of the role of irrigation water for life of public 
finally arises local wisdom values arranging about water management of irrigation. 
Adherence of public to the social norms finally grows custom institute managing 
irrigation water. 

At the development, custom institute increasingly losing of existence with 
existence of formal institutes formed by state. Basicly in normatif the formal institute 
formed by state in the effort taking care of water management stability of irrigation. But 
there is also political motif, that water management institute of irrigation in punishing 
state is a prerequisite to get loan from outside country. Thereby, existence of institute 
formed by the government do not be based requirement to of the farmers, but caused by 
importance of state to injection of foreign fund. 

This thesis lifts three fundamental problems, that is : (a) How water management 
of irrigation done by custom legal institutiion and state law; (b) How arrangement of 
water management for irrigation by state law in East Java as effort to increase 
agribisnis?; (c) Is conflict happened in water management of irrigation and solution to 
the problems in legislation ?. 

Water management of Irrigation done by custom legal institutiion is done by 
generationsly. With is guided by the local wisdom is hereditary values has been 
followed by some generations. Conflict happened in water management of irrigation 
arises as as result of existence of governmental instrument that is HIPPA as new 
organizer. Arrangement of water management of irrigation which is made government 
is more haves the character of top down, so that doesn't see aspect sosiologis which has 
lived in public and not akomodatif to local wisdom norms beforehand is exist. As a 
result there is interaction between instrumen state law and customary law which ended 
at conflict pengelola irrigation water, the conflict in the form of lifting of way of 
distribution of water, compensation given to water management, and lifting of block 
head replacing function of ulu-ulu. 

Arrangement of water management for irrigation by state law in East Java is done  
through East Java Province By Law No 6 The year 2003 About Irrigation, which then 
folowed up by law at each Kabupaten/Kota in East Java region. HIPPA is institution 
that is formally confessed by Local Government of East Java Province to do 
management at irrigation water area. Formal institution given authority by state law 
cannot work maximumly, because doesn't comprehend local value and habit embraced 
by public. So happened degradation of quality of service in the case of distribution of 
irrigation water, which then triggers existence of conflict between custom institutes and 
state institute. 
 

Keyword : water, irrigation, customs, law. 
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